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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2000

' TENTANG
PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN,TUGAS POKOIK, FUNGSI
. DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG
Menimbang - : -ras . hahwa o "", I(ecamatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi dsersh adalah

_perangkat daerah sehingga memiliki kewenangan
7 pémerintzhah . Kireéna menerima pelimpahan dari
Bupati, maka dipandang perlu m=2ninjau Xxembali
pengaturan Kecamatan yang berdasarkan pads
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomcer 48 Tahun
1996 tentang Pedoman Organsesi dan Tata Keija
e UL T & Femerintzh Kecanr atar;

b. bahwa peninjauan <embali hal tersatut huwuf a
berpedarnan pada Pasal 66 dan “asal 68 Uncang—-
undang  Nemor 22 Tahun 1993 tentang
Peme‘intahan Daerah serta Peraturan Pemerintan |

Nermer—25Fahun™ Z00D tehtang  Kewenangan

T pUSREMeAghiR e Kbwenangan |Propinsi  sebagai

GAENT S RS

F
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Mengingat

c.

L

3.

bahwa sehubungan hal tersebut, perlu disusun
tersendirl Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
Kabupaten Magelang.

Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 jis
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerzh Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah
Nomor z1 Tahun 1582 tentang Pemindahan Ibu
Kcta Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang darni
‘Wilayah Kotamadya Caerah Tingkat 11 Mag=lang ks
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat I Magelang (Lembaran Negara Tahun
1982 Momor 36 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Megara
Tahun- 1939 Nomor &0, Ternbzhan Llembaran
Negara Momor 3839) ;

Undang-undang Nemor 25 Tahun 1939 tentang
Perrnbzngan Keuangan antara Pemerintah Pusat |
dan Daesrah (Lembaran N=gara Tahun 1999
Nomor 75, Tambatan Lerrbaran Negara Nomor
3851);

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974  tentang P}kak—pc*uk Kzpegawalan
(Lembaran, Negara "anun 1999 MNomor 165,
Tambakan Lemtaran hega_ra Nomor 2890);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagali Daerah Otoncm
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ).

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetzpkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam: Feraturan Daergh ni, yang dimaksud dengan :

Kebupaten adaiah Kabupeten Mageleng

Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatan Magelanq;
Daerah adaleh Daerah Kabupaten Magelang;

Bupati adaah Bupati Mogeleng;

Kepale Cacreh acalah Bupati Magelang.

SETDA adzlah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;

m~p a0
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A SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
Camat adalah Kepala Kecarnatan;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri;

k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelzng.

EIAB LI
PEMBENTUKANI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan-Kecamatzn di
Kabupaten Magelang.

P Pasal 3

. Kecamztan-Kecamatan di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud
Pasal 2 adalah sebagai berikut : _

1) Kecarnatan Banclongan,
2 Kecarnatan Borobudur,
3) Kecarnatan Candimulyo.
4) Kecarnatan Dukun.

5) Kecarnatan Grabaq,.

6) Kecarnatan IKajoran,

7 Kecarnatan Ialiancikrik.
8) Kecarnatan Mertoyudan.
9) Kecarnatan Mungkid.
10)  Kecarnatan Muntilzn.
11)  Kecarnatan Ngablak.
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12) Kecamatan Ngluwar.

13) Kecamatan Pakis.

14)  Kecamatan Salam.

15) Kecamatan Salaman.

16) Kecamatan Sawangan.

17)  Kecamatan Secang.

18)  Kecamatan Srumbung.

19)  Kecamatan Tegalrgjo.
)  Kecamatan Tempuran.
) Kecamatan Windusari.

BAB IXX
ORGANISAST KECAMATAN

Bagian Pertama
HEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Kecamatan sebagai peranglat daerah membantu Kepala Dasrah
dalam penyelenggaraan pemerintahan. . ~

(2) kKecamztan cipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melali Sekretars
Daerah,

‘ Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 5
Camat mempunyal tugas membantu Kepala Daevah dabm
melaksanakan  tugas penyelenggaraan  pemerintahan,  administras,

‘ofganisasl dan tala laksana seia memberikan pelayanan administratf
kepada seluruh perangkat daerah yarg ada di wikayah kerjanya,
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Baglan Ketiga
FUNGSI

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kecamatan
rnempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Caerzh di
wilayah kerjanya.

&

Penyelenggaraan Pemerintahan Kzcamatan;

C. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan
sarana Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGAINISASI
Pasal 7

(1) . Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

a. Camat ;

b.  Sekretariat; .q_!

g Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;

d. Seksl Ekonorni, Produlksi dan Pertanian;

e. Seksi Kesejahleraan Rakyat;

f. Seksi Pelayanan Umum, ;

(2)  Bagan Suuktur Organisasl Kecamatan sebagaimana; terlampip J S A Is

dan merupakan lampiran yang tidak terpisankan dengan Peraturan _ = z

Caereh ini. FRKHG ST C
JL!LIIIlI-‘ "'\Jij
| SREURZ 2 3
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

D) Perincian Tugas dan Tata Kerja Kecarnatan, akan distur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2)  Formasi dan Persyaratan jabatan Camat, Sekretaris Kecamatan dan
Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengaturan
Kecamatan yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
qzcamatan dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan

raturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan,

» ny RENGU n Peraturan Daerah ini dengan perempatannya  dalem
ik

JGANAGAr supbya setiap orang dapat mengetahuinya mtme:intaﬁkan :
ah Kabupaten Magelang.

MAGELANG
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Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATT MAGELANG

TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDL

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 24 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000
Serie D, Nomor 18
Sekretaris Daerah
Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.

Pembina Utarmma Muda
NIP. 500 034 4€0

® just 2001
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAM
KABUPATEN MAGELANG

L UMuUM.

1. Dasar Pemikiran

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Dasrzh vang
luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimanz datur
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tenzng
Pemerintahan Daerah dan quna lebih mendekatkan palayanan
kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan kinerja
organisasi kecarnatan, dipandang perlu untuk meninjau
kembali pengaturan organisasi kecamatan di Kabupaten
Magelang yang selama inl didasarkan pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nommor 48 Tahun 1996 teniang
Pedornan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

Bahwa peninjauan kembali hal tersebut cliatas didasarkan
pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah  yang mengatuwr bahwa
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten vang
dipimpin oleh Kepala Kecamatan dan dalam pslaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan
demikian Kecamalan -memilik kewenangan pemerintahan
karena menerima pelimpahan sebagian  kewenangan
pemerintahan darn Bupati.
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Penetapan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, funasi
dan struktur organisasi Kecamatan Kabupaten Magelang ini
masih tetap menggunakan pembagian wilayah Kecamatan
sebagaimana wilayah 21 kecamatan yang ada selama ini dan
merupakan landasan bekerja bagi aparatur  pemerintah
daerah di Kecamatan.

2. Struktur Organisasi.

Dalam rangka penvelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
perlu didukung - adanya struktur organisasi yarig akan
mernpertegas  Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah yang berada di Kecamatan.

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari  Camat yang
dibantu Sekretaris Camat, dan 4 Seksi yang masing-masing
mesnbidangi  Pemerintahan dan Pembangunan, Ekonomi
Produksi dan Pertanian, Kesejahtersan Rakyat, Pelayanan
Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.
Kecamatan sebagal Ferangkat Daerah membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Camat dalam
penfelenggaraan pemerintahan berada dibawah  dan
bertangqung jawab kepada Kepala Daerah rnelalui Sekretaris
Daerah .

Guna lebih mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala
Daerah , maka Camat mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata Laksana serta
mernberikan peleyanan acdministratif kepada seluruh
Perangkat Daerah vang ada di wilayah kerjanya.

Dalam  menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan

mernpunyal fungsi, yaitu ;

- Pengkoordinasian perurnusan  kebijakan  Permerintah
Daerah diwilayah kerjanya.
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XIX.
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- Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan,
- Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana
dan sarana Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ‘Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas. y
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 - Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 - Cukup jelas. -
PENJELASAN TAMBAHAN..

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalarn Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28, 29, 30
Mopember dan 6, 7 Desember 2000 dan telah mendapat
persetyjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 87
Tahun 2000 Tanggal 18 Desember 2000 tentang Persetujuan
Pene@pan Peraturan [Caerah Pernbentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi dan Strultur Organisasi Kecamatan Kabupaten
Magelang. N

E jus1. 2001
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